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5 Tahun Masa Jabatan Anggota BPK PAW

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi
(MK) mengabulkan permohonan uji
materi pasal 22 ayat 1 dan 4 UU No-
mor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di-
ajukan anggota BPK pengganti hasil
pergantian antarwaktu (PAW) Bah-
rullah Akbar.

Dalam sidang pembacaan putusan
di gedung MK Jakarta Selasa (10/9),
MK menyatakan bahwamasajabatan
anggota BPK pengganti hasil PAW
tetap lima tahun dan tidak melanjut-
kan sisa masa jabatan anggota BPK
yang digantikan.

“Menyatakan pasal 22 ayat 1, khu-
susnya frasa “pergantian antarwaktu’,
bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidakmemilikihukum mengikat,” kata
Akil Mochtar selaku ketuamajelis ha-
kim saat membacakan amar putusan

"di gedung MK, Jakarta, Rabu (11/9).

Dalam putusan juga dijelaskan,
anggota BPK yang berhenti sebelum
masa jabatannya selama lima tahun
berakhir harus digantikan oleh ang-
gotaBPKuntukmasajabatanlimata-
hun pula. “Dan tidakhanyamelanjut-

kan sisa masa jabatan anggota yang
digantikannya. Seperti halnya hakim
konstitusi dan pimpinan KPKyang ti-
dak mengenal penggantian anggota
antarwaktu,” kata hakim konstitusi
Hamdan Zoelva.

Pakar hukum Margarito Kamis
mengaku menyambut baik putusan
MK”tersebut. Putusan itu tentu akan
menjadinormahukum baruyangha-
rus ditaati seluruh pihak dalam pe-
nataan kelembagaan pemerintahan,
khususnya lembaga-lembaga neg-
ara independen seperti BPK, MK,
dan KPK.

Sebagai tindak lanjut atas putusan
MK itu, kata Margarito, DPR bisa saja
melakukan revisi terbatas terhadap
UU BPK, khususnya pasal 22 ayat 1
dan 4. Kalaupun tidak direvisi, DPR
patut mengakui norma hukum baru
tersebut. “DPR absolutely harus me-
masukkan norma hukum baru putu-
san MK itu dalam UU,” ucap dia.

Sebelumnya, pakar hukum tata
negara Prof Yusril Thza Mahendra
berpendapat bahwa adanya aturan
PAW dalam UU BPK mengakibat-

kan tujuan pengaturan masa jabatan
seorang anggota BPK tidak jelas ser-
ta menimbulkan ketidakpastian hu-
kum. Padahal, UU BPK sudah te-
gas mengatur bahwa masa jabatan
anggota BPK lima tahun. UUD 1945
juga mengatur dengan tegas bahwa
semua pemangku jabatan BPK dipi-
lih oleh DPR denganmemperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan
oleh presiden. Akibatnya, pengaturan
PAWitumemunculkan pertentangan
norma hukum.

“Penggunaan frasa pergantian an-
tarwaktu menjadi tidak tepat kare-
na memiliki ketidakjelasan rumusan
yang pada akhirnya berimplikasi ke-
padaketidakjelasan tujuan dan adan-
yaketidakpastian hukum,” terang dia.

Sebelumnya, anggota BPK penggan-
ti hasil PAW Bahrullah Akbar menga-
jukan uji materi pasal 22 ayat 1 dan 4
UU BPK. Dia menilai, aturan masa ja-
batan dalam UU tersebut, khususnya
bagi anggota BPK pengganti, berten-
tangan dengan konstitusi pasal 23F ayat
1,pasal27ayat1, pasal28Dayat1dan3,
sertapasal 281 ayat 2 UUD 1945. (jpnn)




